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BAB II
KONDISI OBYEKTIF CILEGON PADA TAHUN 1888
A. Asal Usul Sejarah Cilegon

Cilegon pada mulanya adalah sebuah pemukiman yang sangat
kecil dan tidak berarti. Cilegon pada tahun 1651, merupakan rawa-rawa
dan hutan bakau, yang telah dikembangkan menjadi lahan persawahan,
kondisi inilah yang kemungkinan menjadi sebab dijadikananya nama
Cilegon. Arti nama Cilegon sendiri jika dilihat secara Etimologi,
merupakan kata yang berasal dari dua suku kata dan berasal dari Sunda,
yakni “Ci” dan “Legon”. Kata “Ci” yang berarti Air dan “Legon”
berarti Cekungan.'

Pada masa penjajahan Belanda Cilegon hanya sebuah ibukota
perpindahan dari Afdelling Anyer, Kota Cilegon memiliki tiga Desa
besar yaitu, Desa Jombang Wetan, Jombang Tengah dan Jombang
Kulon. Kewedanaan Cilegon yang berdiri pada tahun 1828. Merupakan
bagian dari pemerintahan Serang bersamaan dengan 10 kewedanaan

lainnya, Pembentukan Kewedanaan Cilegon apabila dilihat dari

!Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Cilegon, Sejarah Cilegon,( Cilegon
: CV. Panca Mandiri,2008),.p.37.
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Staatblad No0.81 tahun 1828° bersamaan dibentuknya Kabupaten
Serang.®
B. Kondisi Sosial dan Budaya Cilegon

Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa pada tahun 1651,
masyarakat Banten sudah mengenal adanya Hinarki sosial secara
tradisional yang mereka sebut adalah undakan, Masyarakat Banten
seperti halnya masayarakat tradisional lainnya,dapat disebut sebagai
masyarakat yang memiliki sistem sosial bi-modal,sistem yang
menggambarakan pembagian golongan social dalam dua kelas yaitu
pembagian dari kelas Priyayi (kalangan bangsawan maupun birokrat),
yang merupakan jumlah terkecil masyarakat. dan “jelma leutik”,
golongan sosial yang berjumlah paling banyak yang terdiri dari petani,
pedagang, tukang, dan buruh.’

Dalam struktur sosial ini, yang menunjukan bagaimana
masyarakat Banten khususnya Cilegon, terstratifikasi berdasarkan
status sosial, dengan kekuatan politik dan penguasaan ekonomi sebagai

sumbernya, sehingga bagi orang orang yang berada diluar

*Stasblad No 81 tahun 1828, Kewedanaa Cilegon masuk di dalam wilayah
kabupaten Serang yang saat itu luasanya 207 km2 meliputi kecamatan (onderistrik)
Cilegon, Kecamatan (onderistrik) Bojonegara, dan Kecamatan (onderistrik) Trate.

*Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Cilegon, Sejarah Cilegon,.p.37.

*Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Cilegon, Sejarah Cilegon,......p.37

°H.S.Suhaedi, Jawara Banten: Perspektif Transformasi Masyarakat Banten,
(Serang: LP2M IAIN SMH Banten),p.48.
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pemerintahan, kedudukan rakyat hanya akan dijadikan sebagai rakyat
biasa, rakyat rendahan dan sangat sulit untuk bisa melakukan mobilitas
secara vertikal sehingga menyebabkan dampak negatif kepada rakyat
pada umumnya.®

Hancurnya kekuasaan kesutanan Banten pada tahun 1808 M,
setelah dianeksasi oleh pemerintahan kolonial Belanda, dan turut
memudarnya struktur sosial tradisional masyarakat, mendorong
terjadinya mobilitas sosial terbuka, sehingga mengakibatkan dampak
buruk bagi rakyat Banten, dengan masuknya pemerintahan kolonial.’

Cilegon dengan ditetapkannya sebagai ibukota Afdelling Anyer
mengalami banyak perubahan yang cepat. Orang-orang Eropa banyak
yang tinggal disana, pada posisi tersebut akan terbentuk suatu proses
dialog kebudayaan yang sangat ketat. Disatu pihak ada budaya dan
sistem lokal dengan ragam institusinya yang sudah mengakar didalam
masyarakat pribumi yang harus bersentuhan langsung dengan budaya

dan tradisi orang Eropa yang sangat jauh.®

®Sartono Kartodirdjo,Pemberontakan Petani Banten 1888,....p.157.

’Nina H. Lubis, Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama,
Jawara,...p.98.

®Mufti Ali, dkk, Sejarah Cilegon :Riwayat Kota Baja Di Ujung Barat Pulau
Jawa,( Cilegon,:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Cilegon, 2016),.p.91,
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Masuknya pemerintahan kolonial Herman Willem Daendles
pada tahun 1808 masehi, mengakibatkan pembaharuan terutama dalam
bidang sosial yang menuntut rakyat Banten. Untuk mengikuti apa yang
diinginkan oleh pemerintah Belanda. Hal ini tercantum dalam
pembaruan pemerintahan pada masa Herman Willem Daendles tahun
1808-1811 M. diantaranya.’ :

1. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa untuk membangun jalan

Anyer Panarukan.

2. Perbudakan dibiarkan berkembang.
3. Menghapus upacara penghormatan kepada Residen, Sunan atau,

Sultan.

4. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.*

Itulah beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Herman
Willem Daendles, sebelum kedudukannya digantikan oleh Jendral
Jansen, dan Asisten Residen Gubels bahkan setelahnya. Dampak
kondisi sosial dan budaya masyarakat di Cilegon. Mengalami berbagai
alasan untuk memusatkan perhatian lebih mengenai keresahan sosial

dan budaya yang terjadi pada abad ke-19, yang menjelma begitu

°Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia :Dari Era Klasik Hingga
Terkini, (Jogjakarta:DIVA Press),p.262

'°Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia :Dari Era Klasik Hingga
Terkini,.p..262
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dahsyatnya sehingga menjadi pergerakan sosial dengan disertai
ambruknya nilai-nilai tradisional karena ketidakpuasan, kegemparan
dan ketegangan dikalangan rakyat atas perlakuan yang ditunjukan
pemerintah kolonial Belanda kepada masyarakat Cilegon.

Kondisi sosial yang semakin rumit menyebabkan rakyat Banten
mengalami keresahan yang mendalam ditambah nilai-nilai budaya,
terutama agama yang menjadi tolak ukur rakyat dalam beribadahpun
diusik oleh Belanda. Dalam hal ini, untuk menghadapi pengaruh
penetrasi Barat yang mempunyai kekuatan disintegratif, masyarakat
tradisional mempunyai cara-cara sendiri. Karena dalam sistem
pemerintahan kolonial tidak terdapat lembaga untuk menyalurkan rasa
tidak puas ataupun untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, maka
satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah melakukan gerakan
sosial sebagai bentuk protes sosial.**

C. Kondisi Perekonomian Cilegon pada tahun 1888 M.

Faktor ekonomi mempunyai korelasi dengan struktur sosial
masyarakat petani di Banten. Ada korelasi antara kelas-kelas ekonomi
dan perbedaan sosial dan politik yang terdapat dalam masyarakat

agraria, dengan perekonomiannya yang utama bersifat agraris, secara

"Sartono Kartodirdjo,Pemberontakan Petani Banten 1888,..p.278
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pukul rata adalah petani dan penanam padi, baik itu sebagai pemilik

tanah maupun hanya sebagai penggarap bagi hasil.

Di Banten, terutama di Cilegon sebelum penghancuran kesultanan
Banten olwh H.W. Daendles (1808-1812) dari segi kepemilikan tanah
terbagi menjadi beberapa bagian, dengan status hukum yang berbeda-
beda : (1). Tanah Liar (Woeste gronden). (2) Tanah wakaf
(wakaprgronden), (3). Tanah milik pribadi (gronden in privat bezit)

(4). Tanah kesultanan (rijksgronden,staatsdomein).

Namun, pada masa pemerintahan era-1808-1811 MY, vyang
dipimpin oleh Gubernur Herman Willem Daendles yang bertindak
tegas dalam menjalankan pemerintahan, kehidupan ekonomi rakyat di
Banten lebih buruk dari kondisi di Priangan. Hal itu terjadi karena
rakyat Banten yang semula umumnya adalah pedagang di laut, beralih
profesi menjadi petani lada dan adanya interfensi dari pemerintah
Belanda yang ikut campur, sampai keurusan desa menambah buruknya

kondisi ekonomi rakyat Banten.

Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia :Dari Era Klasik Hingga
Terkini,.p258.
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Pada tahun 1811-1816™. Letnan Gubernur Jenderal Thomas
Stamforld Raffles mengambil alih kekuasaan atas Pulau Jawa dari
tangan Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811). Berdasarkan
pengalaman Inggris di India, Thomas Stamforld Raffles ingin
menciptakan sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari unsur paksaan.
Kepada para petani akan diberi kebebasan untuk menanam tanaman
yang menghasilkan produk eksport. Berdasarkan anggapan bahwa
Pemerintah Inggris adalah pemilik tanah, maka para petani dianggap
sebagai penyewa tanah yang wajib membayar sewa tanah “land rent”.**

Dengan sistem ini Thomas Stamforld Rafless mengharapkan
terjaminnya pendapatan negeri induk karena pemasukan pemerintah
Inggris tetap dan pasti dalam bentuk pajak yang dibayar sebagai uang
sewa, selain itu dengan tahapan Land rent. Diharapkan rakyat Indonesia
meningkat taraf hidupnya. Namun, ternyata sistem sewa tanah ini
mengalamai kegagalan pada akhirnya yang disebabkan oleh.™

a) Kurangnya para pegawai yang cakap.

b) Rakyat Indonesia masih terikat feodelisme dan masih belum

mengenal ekonomi uang.

Y Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia. ...,p.263.
“Akira Nagazumi, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia,., p.16
“Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia...,p.265.
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c) Adanya pegawai pemerintah yang melakukan manipulasi

uang sewa pajak tanah

d) Singkatnya masa jabatan Thomas Stamforld Rafless,

sehinggaiabelum sempat memperbaiki kelemahan dan
penyimpangan dalam sistem sewa tanah.

Hal inilah yang mengakibatkan kegagalan Thomas Stamforld
Rafless dalam memimpin pemerintahan ditambah dengan kondisi
Eropa yang mengakibatkan Inggris kalah perang 1814 M, sehingga
dalam “Traktat London” tahun 1824 M. Indonesia harus
dikembalikan kembali kepihak Belanda. Penyerahan itu berlangsung di
Batavia pada tanggal 19 Agustus 1816. Sejak itu, berakhirlah
kekuasaan Inggris di Indonesia.

Pada tahun 1830 setelah ditariknya Thomas Stamforld Rafless,
pemerintah Belanda mengirimkan Van Den Bosch ke Indonesia yang
memiliki tugas untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya untuk
mengisikas keuangan Negara Belanda yang kosong,dan untuk ini, Van
Den Bosch mengusulkan tentang Sistem tanam paksa pada tahun 1830

M.17

"*Traktat London adalah sebuah perjanjian pada tanggal 17 Maret 1824
antara kerajaan Britania Raya dan Belanda. Perjanjian ini ditunjukan untuk mengatasi
konflik yang bermnculan akibat pemberlakuan perjanjian Britania-Belanda 1814.

Y Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia. . .,p.266.
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Ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanam paksa tertera

dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1834.No.22 jadi beberapa

tahun setelah sistem tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa, yang

berbunyi.:

. Persetujuan-persetujuanakan diadakan dengan penduduk

agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk
penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di Pasaran
Eropa.

Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk
untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima dari tanah
yang dimiliki penduduk desa.

Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman
dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan
untuk menanam padi.

Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman
dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
Tanaman dagangan yang dihasilkan diserahkan kepada
pemerintah Hindia-Belanda: jika nilai hasil-hasil tanaman

yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar
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rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada

rakyat.

. Panen tanaman dagangan yang gagal harus di bebankan

kepada pemerintah, sedikit-dikitnya jika kegagalan ini tidak
disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak

rakyat.

. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka dibawah

pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-
pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan
apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan
tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada

waktunya.®

Diatas kertas, ketentuan ketentuan diatas memang kelihatan

tidak terlampau menekan rakyat, walaupun orang-orang pada

prinsipnya dapat mengajukan keberatan-keberatan mengenai unsur

paksaan yang terdapat dalam system tanam paksa. Dalam praktek,

ternyata pelaksanaan sistem tanam paksa sering kali menyimpang dari

¥M.D Poesponogoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesi

:Jilid 1V, (Jakarta:Balai Pustaka),p.100.
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ketentuan pokok, sehingga rakyat banyak dirugikan, kecuali mungkin
ketentuan nomor 4 dan 7 tersebut diatas.™

Salah satu persoalan penting yang berkaitan dengan
pembaharuan agraris adalah menyangkut pemungutan sewa tanah
secara komunal atau secara perorangan, menurut sistem komunal,
jumlah seluruh sewa tanah yang harus dibayar oleh tiap desa ditetapkan
atas dasar angka-angka yang baru diperoleh mengenai luas tanah yang
ditanami dan produktivitasnya. Pembayaran sewa tanah komunal harus
dibagi di antara penduduk desa menurut Kkebijaksanaan mereka
sendiri.”

Dalam teorinya, pembagian beban pajak dilakukan di bawah
pengawasan ketat pegawai-pegawai Pamong Praja. Namun, dalam
kenyataannya hal itu tidak mungkin dilaksanakan karena tidak adanya
data-data yang sebenarnya mengenai luas tanah yang dimiliki oleh tiap
penggarap serta kondisinya.

Sesungguhnya, data-data luas tanah yang dikenakan pajak telah
diubah atas dasar daftar-daftar desa, sehingga jumlah pajak seluruhnya

sama dengan jumlah pajak komunal tersebut. Atas dasar data-data yang

®M.D Poesponogoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia
Jilid 1V,...p.100

*°M.D Poesponogoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia
Jilid 1V,...p.101
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kebanyakan merupakan data-data rekaan Mengingat kondisi seperti itu,
maka jelaslah bahwa pembagian itu dilakukan sedemikian rupa
sehingga menguntungkan golongan-golongan yang dominan di
tiapdesa, di antaranya pasti termasuk anggota-anggota pengurus desa.
Seperti telah sering dilaporkan oleh para pejabat, yang telah
disalahgunakan oleh para jaro.*

Satu peraturan administratif lainnya yang menimbulkan rasa
ketidakpuasan adalah penetapan pajak perdagangan. Dinaikkannya
pajak perdagangan telah menambah penyebab-penyebab kebencian
yang sudah menumpuk di kalangan penduduk, Selain itu, pada tahun
1887 masehi, merupakan tahun yang buruk bagi pemilik-pemilik
perahu. Pajak perdagangan itu dirasakan sebagai beban yang sangat
menekan dan kebencian yang semakin berat kembali dinyatakan dalam
bentuk sebuah petisi yang dikirimkan kepada Residen Banten oleh
rakyat distrik Kramat Watu dan Cilegon.

Di samping kasus. Kasus mengenai penetapan pajak,
pengutipan satu jenis pajak perdagangan yang istimewa di Cilegon,

yakni pajak pasar, merupakan hal yang sangat menarik, dalam tata

*!Sartono Kartodirdjo,Pemberontakan Petani Banten 1888,..p.90.
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wilayah residensi Banten tahun 1816, Cilegon tampaknya telah menjadi
sebuah wilayah pemukiman berpenduduk lumayan padat, dalam uang
sewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada Pangeran Ratu
Aliudin sangatlah besar bahkan kedua setelah pasar serang.

Untuk itu, berdasarkan fasal 14 Ordanansi 17 Januari 1878 masehi,
Residen Banten memerintahkan agar orang-orang yang berjualan di
pasar dikenakan pajak pasar. Di Cilegon peraturan itu rupa-rupanya
dilaksanakan dengan ketat sekali, dan kebaratan-keberatan yang
sungguh-sungguh dari orang-orang yang hanya kadang-kadang saja
berjualan, tidak dihiraukan. Setiap orang yang berjualan di pasar harus
membayar sekurang-kurangnya satu “gulden”?’. Orang yang tidak
membayar pajak itu, diancam dengan hukuman kurungan atau denda
sebesar 15 gulden.?

Pernah terjadi, bahwa para pedagang yang berada di pasar tidak
memiliki surat lunas pajak, sehingga para pedagang ditangkap dan
berlarian meninggalkan pasar.** Menurut laporan, 16 orang telah
diajukan kemuka pengadilan dalam waktu dua bulan, yakni Juli dan

Agustus 1887. Oleh karena berkas-berkas perkara itu telah dibakar

2Gulden adalah mata uang Belanda sejak abad ke-17 hingga 2002 ketika
digantikan oleh Euro.Dalam bahasa Kuno makna Gulden adalah emas.

#Sartono Kartodirdjo,Pemberontakan Petani Banten 1888,..p.92.

*Sartono Kartodirdjo,Pemberontakan Petani Banten 1888,..p.26.
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ketika terjadi pemberontakan, tidak dapat diketahui lagi berapa
banyaknya orang yang telah dipanggil oleh polisi dan berapa banyak
dari mereka yang tidak memenuhi panggilan. Sudah barang tentu
terdapat banyak lagi ketidakpuasan di kalangan rakyat Afdeling Anyer,
akan tetapi kondisi-kondisi sosio-ekonomi yang terdapat di daerah
Afdelling  Anyer dalam tahun-tahun  sebelum  meletusnya
pemberontakan dianggap paling relevan.

Sementara itu, akibat gerakan golongan liberal dan munculnya
ide-ide humaniter, tahun 1870 sistem "Tanam Paksa" (cultuur stelsel)®
dan Preanger stelsel?® dihapuskan, Kecuali penanaman kopi. Tindakan
pemerintah itu sejalan dengan pemberlakukan Undang-Undang Agraria
(Agraraschewet) pada tahun 1870.%" Dengan undang-undang tersebut,
orang-orang swasta Eropa diperbolehkan memiliki hak guna tanah
sebagai erfacht selama 75 tahun. Sejak itu di Jawa selain perkebunan
kopi milik pemerintah tumbuh dan berkembang perkebunan teh, kina,

karet, dan lain-lain milik swasta Eropa.?

2CultuurStelsel merupakan sistem yang bertujuan dan bermanfaat bagi
Belanda, Tanam Paksa adalah peraturan memperkerjakan seseorang dengan dipaksa
tanpa diberi gaji dan tanpa istirahat.

*®preangerStelsel merupakan pendahuluan, sebelum adanya CultuurStelsel
yang terdapat di Pasundan, sistem ini dimulai sekitar tahun 1720.

’Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Cilegon,Sejarah Cilegon...,.p.47

83artono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten,....p.80.
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C. Kondisi Politik dan Pemerintahan Cilegon.

Kondisi politik Banten pasca runtuhnya kesultanan Banten abad
ke-19 sangat berakibat buruk kepada tatanan pemerintahan di Banten,
Hal ini disebabkan oleh peralihan kekuasaan yang dilakukan oleh
penjajah dengan mengubah sistem Pem-erintahan tradisional menuju
ke arah lebih modern.”® Kinerja yang dilakukan para lembaga politik
tidak semata-mata mengacu kepada “Negara” atau pemerintah, tetapi
cenderung lebih menghubungkan dengan satuan sosial lainnya, seperti
keluarga, golongan ketuan, dan komunitas agama.

Mengacu kepadarun sistem pemerintahan yang tradisional
kekuasaan Sultan mempunyai haq prerogatif, baik dalam urusan politik
maupun agama. Hal ini disebabkan masyarakat lebih percaya pada
keturuanan Sultan dan anggota yang ikut dengan Sultan dalam
menangani  berbagai hal diantaranya adalah administrasi
pengawasan terkait perdagangan luar negeri.

1. Struktur Birokrasi Kolonial

Memasuki sistem perubahan, dalam pemerintahan yang lebih

modern, Pemerintah kolonial Belanda mengubah tatanan struktur

birokrasi dengan melakukan pengangkatan dan pergantian pejabat yang

2% Akira Nagazumi, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, ....,p.16.
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menurut mereka sesuai dengan visi dan tujuannya. Hal ini berakibat
buruk bagi kolonial Belanda karena banyaknya penyelewengan pajak
yang dilakukan oleh para pejabat. Dalam hal konteks birokrasi yang
dilakukan oleh kolonial Belanda terbilang tidak rasional dan bersifat
legal sehingga yang terjadi untuk menyaring pejabat adalah
sebaliknya.*

Faktor diluar birokrasi seperti derajat keluarga, hubungan
keluarga dan dengan kaum bangsawan, dan beberapa faktor khusus
seperti latar belakang keluarga dan menekan pula aspek-aspek umum
seperti persyaratan teknis. Sehingga dalam hal ini, kelihatan ada
pergesaran yang lamban dan keuntungan hanya dimiliki orang-orang
asing yang melaksanakan prinsip rasional dan legal sehingga
mengakibatkan tegaknya kekuasaan kolonial Belanda, dan pada
kenyataannya, satu kriteria esensial yang diberi tekanan khusus adalah
kesetiaan kepada pemerintahan Belanda.*

2. Kondisi Politik Elit Agama

Peranan para elite agama sangat berpengaruh terhadap

kehidupan masyarakat pada kondisi politik yang terjadi di abad ke-19,

dimana kaum elite agama cenderung menolaknya. Semakin lanjut

*Rofiah, Skripsi, Peranan KH Arsyad Thawil.,..,,p.50,
315artono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888, ....p.133.
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proses modernisasi-serta gejala sekularisasi, semakin sengit
perlawanan mereka, ide-ide keagamaan memasuki hampir setiap aspek
kehidupan. Hal ini penting terutama di Cilegon yang penduduknya
terkenal taat dengan agamanya. Keyakinan agama diangggap sangatlah
penting, karena agama merupakan salah satu faktor penting dalam
kehidupan manusia, maka definisi ini sangatlah penting untuk
menciptakan segala macam tujuan oleh beberapa sekelompok orang.*?
Kekuasaan politik para kiai dan haji sebagai guru tarekat
dibuktikan jelas dengan kasus Tarekat Qadiriah dan pesantren selama
1870-1880-an. Pada masa ini, para kiai yang terkemuka mendorong
kewibawaan mereka,terutama pentingnya masalah persekutuan politik
antara kaum elite agama dan bangsawan Banten yang saling
melengkapi. Pengaruh kaum elite agama yang sangat kuat tidak hanya
terasa dikalangan lapisan penduduk bawah, tetapi juga dikalangan para

pejabat-pejabat Banten secara keseluruhan.

3?Betty R.scharf sosialogi agama (Jakarta:kencana,2004),.p.36



